
BIJPATI KERINCI 
PROVINSI IAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR TABUN 2025 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang bahwa untuk meningkakan Pendapatan Ash Daerah clan 

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya Mineral Bukan 

Logam dan Bataan berdasarkan kententuan Undang-Undang 

Namur I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat clan Ponerintah Daerah serta bentuk sinergi 

antara Pernerintah Kabupaten dart Provinsi dalam implementasi 

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam den Bataan dan 

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan 

kententuan Peraturan Ramerintah Nomor 35 Tahun 2023 

tentang kelentuan umum Pajak dan Retribusi Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tantang Tata Cara Pemungulan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Bataan; 

Mengingat Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Lantana Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negate Republik 

Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3684) scbag  anana telah dhabah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tabun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 129); 

2 LIndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lenabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent ang 

Perbendaharaan Negate (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lerabaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengue Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pcraturan 

Pemerintah Pcganti Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negate dan Stabilitas Sidtem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (David- 19) dan/atau Dalam Rangka 

Mengahadapi Ancarnan yang Mcnabahayakan Perekonomian 

Nasional clan/ atau Stabilitas Sistcm Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Norraor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6515); 

4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Tehran 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) 

scbagaimaaaa telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral clan 

Batubara (Lembaran Megan Republik Indonesia Tatum 

2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6525); 

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmlaman 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Bomar 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebag  imana telah beberapakali diubah teraldair 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kcdua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTabun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

6 Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 

Itemerintalian Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Repubik Indonesia Nomor 55871, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua atas 

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

No= 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7, Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2014 tentang 

Administrasi Pemcrintahan (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2014 Nonaor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuengart Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Nagai-a Republik Indonesia Tabun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tabun 2022 tentang Cipta Kerja naenjadi Undang-Undang 

(Lembaran (Vegan,. Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

10. Undang-Undang Nornor 38 Tabun 2024 [mining Kabupaten 

Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Ncgara Republik Indonesia Nornor 6959); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral clan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 208, Tiunbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nonaor 25 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tabun 

2021 tentang Pelaksanaan Kegjatan Usaha Rertarnbangan 

Mineral dan Batubara (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6921); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

85, Tanabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6881); 

13. Pcraturan Preaiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang 

Pendcicgasian Pemberian Perioiman Berusaha di Bidang 

Pertambangan Mineral don Batu Barn (Lemabaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91); 

14. Peraturan Mentcri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan 

Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tabun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah diubah 

beberapa kah teralthir dengan Peraturan Menteri Energi 

dan Slumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan 

Surnber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 ten tang 

Pengusahaan Pertambangan Mineral clan Batubara Berita 

Negate Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 80 Tahun 2015 

tentang Pernbentukan Produk Hulcam daerah (Hotta 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana Isiah diubah bebrapa kall teralthir dengan 

Peraturan Modell Dalam Nagar( Noraor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atlas Peraturan Menteri Dalana Negeri 

Namur 80 Tahun 2015 tentang Pembentiakan Produk 

Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

16. Pcraturan daerah Kabupaten Kennel Nomor 1 Tahun 2024 

tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Dacrah Kabupaten Kerinci tahun 2024 Nomor I). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 



BAB 1 

KETENTUAN LTMUM 

Pasal 1. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimakeud dengan: 

Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 

2. Bupati adalah Bupati Kcrinci 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dart Perangket Daerah 

selaugai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang 

memimpin pclalcsana urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Dacrah Otonom. 

4. Provinsi adalah Provinsi Jambi. 

5. Gubemur adalah Gubernur Jambi. 

6. Peranglcat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD 

adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Pervvakilan 

Rakyat Daerah dalara pcnyclenggaraan unman 

pemerintuhan di Bidang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah. 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribuei wajib kepada Daerah yang tcrutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat inemaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunaken untuk keperluan Dacrah bagi 

sebesar-besamya kemalcmuran rakyat. 

8. Subjek Pajak adalah inane pribadi atau Badan yang dapat 

dilmnalcan pajak. 

9. Wajib Pajak adalah erring pribadi atau Badan meliputi 

pembayar pajak, pcmotong pajak den pemungut pajak, yang 

mempunyai hak clan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

dacrah. 

10. Mineral bukan lognun dan batuan yang selanjutnya disingkat 

MBLB adalah MBLB sebagaimano dimaksud di dalana 

peraturan perundang-undangan di bidang mineral clan batu 

bara. 

11. Pajak Mineral Bukan Logan dan Bataan selanjutnya 

disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan 

pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau 

dipermukaan bunai untuk dimanfeatkan. 



12. Opsen adalah punguLan ifimbahan pajak naenurut 

persentase tertentu. 

13. Opsen Pajak Mineral Badcan Logarn dan Batuan yang 

selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang 

dikenakan oleh Provinsi atas poke& Pajak MBLB sesuai 

dengan kctentuan peraturan perundang - undangan. 

14. Penagihan adalah scrangkaian tinclakan agar Penanggung 

Pajak naelunasi utang pajak clan biaya penagihan pajak 

dengan =agar atau memperingatkan, melaksanakan 

penagihan seketika dart sckafigus, menaberitahukan aural 

paksa, mengusulkan pencegahan, melaksankan penyitarm, 

melaksanakan penyandcraan, dan mcnjual barang yang 

telah disita. 

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, balk yang melakukan usaha maupun 

yang ticlak rnelakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara disingkal BUMN, badan usaha milik 

daerah disingkat BUMD, atau badan usaha milk dcsa 

BUMDes, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

Kongsi, koperasi, dana pension, Persekutuan perkumpulan, 

Yayasan, organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif clan bentuk 

usaha tctap. 

16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjunya disingkat 

NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 

scbagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang 

dipergunalcan sebagai tanda pengenal din atau identitas 

Wajib Pajak daarri menyelenggarakan hear dan memenuhi 

kewajiban perpajakan daerahnya. 

17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

18. Pajak yang terutang adalah pajak yang hams dibayar pada 

sualu saat, dalam masa pajak, dalam tabula pajak atau 

dalam hagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangumdangan perpajakan daerah. 



19. Pemung-utan adalah suatu ranglcaian kegiatan mulai dad 

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 

pajak kepada Wajib Pajak serla pengawasan penyctorannya. 

20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKUD adalah rekening kas umum pemerintah dacrah pada 

PT. Bank Jambi Cabang Kerinci. 

21. Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah yang 

sclanjutnya disingkat SIMPATDA adalah sistem pengelolaan 

pendapatan daerah berbasis telcnotogi inforrnasi semeodient 

yang bertujuan untuk membantu pemetintah daerah clalam 

menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, 

akurat, Icngkap dan dapat diuji kebenarannya. 

22. Surat Pernheritahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak, dan/atau harta clan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

23. Surat Pemberitarman Pajak Dacrah Elektronik yang 

selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat 

secara dektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan 

penghitungan dan atau pembayaran pajak. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah surat ketctapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak yang tcrutang. 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPD1113 adalah surat ketetapan pajak 

yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 

kredit pajak, jumlah Icelcurangan pembayaran pokok pajak, 

besarnya sanksi administratif dan junalah pajak yang rnasih 

hams dibayar. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayer Tambahan 

yang sclanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 

pajak yang telah ditetapkan. 



27. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil yang selanjutnya 

disingkat SISPDN adalah surat ketctapan pajak yang 

menentukan juralah pokok pajak sama besarnya dengari 

Mullah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidals ada 

kredit pajak. 

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lcbih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketctapan pajak 

yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 

karena jumlah kredit pajak label besar dari pat pajak yang 

terutang Mau seharusnya tidak terutang. 

29. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetaran pajak yang 

telah dilakukan dengan rnenggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengrm can lain he Kas Daerah melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

30. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 

dilakukan oleh Wajib Pajak MBLB di RKUD Pemcrintah 

Daerah pada PT. Bank Jambi Cabang Kerinci. 

31. Surat Tagjhan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

STPD adalah surat untuk rnelakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 

denda. 

32. Surat Kcputusan Pembetulan adalah aurat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung 

dan/ atau kckeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 

dalam peraturan perunciarbundangan perpajakan daerah 

yang terdapat dalam SPTPD, SISPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDN, SKPDLB, clan STPD. 

33. Surat Keputusan. Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap SFTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 

SKPDN SKPDLB STPD dan terhadap pemotongan atau 

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak. 

34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 

35. Pembukuan adalah suatu proses pencatalan yang dilakukan 

secara tcratur untuk mengumpulkan data clan informasi 



keuangan yang meliputi harts., kewajihan, modal, 

pcnghasilan clan biaya, serta jutnlah harga perolehan dan 

penyerahan barang atau jasa, yang diturup dengan 

rianyusun laporan keuangan berupa neraca dan laparan 

laba rugi untuk periode rahun pajak tersebut. 

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, kererangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif clan profesional berdasarkan 

attain standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan 

lain dalam rangka rnenyelenggaralran ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

37. Kertas Kerja Pemeriksaan selanjutnya disikngkat KKP 

merupakan catatan yang dibuat dan/atau bukti yang 

dikumpulkan oleh pcnocriksa pada tahap persiapan dan 

pelaksenaan pemeriksaan yang disusun secara sistematis, 

sehingga merupakan rekaman dan i semua teinuan, keja.dian, 

dan data yang diperolch pcmcriksa dalam pelaksanaan tugas 

pemeruksanya. 

38. Ittang Pajak adelah Pajak yang rnasili hams dibayar 

tcrmasuk sanksi administrant' berupa bunga, denda 

dan/atau kenaikan yang tercannun dalam surat ketetapan 

pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan 

prundang-undangan perpajakan daerah. 

39. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat 

untuk rnenegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak 

atau utang biaya penagjhan pajak. 

40. Surat Paksa adalah surat perintah mernbayar Wang bajak 

clan biaya penagihan pajak. 

41. Surat Penolakan Pemeriksaan adalah surat pernyataan 

keputusan Wajib Pajak untuk pemeriksaan balk secara 

perncriksaan secara lerigkap ataupun pemcriksaan secara 

sederhana. 

42. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pcnyidik 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tindak pidana di bideng 

perpajakan daerah serta menemukan tcrsangkanya. 



BAB II 

RUANG LINGKUP 

nasal 2 

(1) Ruang linglcup Peraturan Bupati ini mengatur Tata Can 

Pemungutan Pajak MBLB. 

(2) Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi pcngaturan mengenai: 

a. pengaturan um= Pajak MBLB; 

b. pendaftaran dan pendataan; 

C. pembayaran dan penyetoran; 

d. pembulcuan; 

e. petaporan; 

f. penelitiaai SPTPD; 

g. penwriksaan pajak MBLB; 

h. surat ketetapun pajak MBLB; 

i. surat tagihan pajak MBLB; 

j. penagihan Pajak MBLB; 

k. kedaluwarsa; 

1. penghapusan piutang pajek MBLB; 

m. keberatan; 

n. banding; 

o. insentif Kelm) bagi pelaku usaha; 

p. pemberian ketinganau pengurangan, dan pembebasan Pajak 

MBLB; 

q. kemudahan perpajakan daerah; 

r. pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak MBLB; 

s. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB; 

t. opsen Pajak MBLB. 

Raglan Kenatu 

Pengaturan Umum Pajak Mblb 

Paragraf 1 

Objek Pajak MBLB 

nasal 3 

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan Meta di 

Daerah. 

(2) Yang ckkecualikan dan i objek Pajak MBLB, meliputi 

pengambilan MBLB: 



a. untuk lceperrluan namah tangga dan tidak 

dipetjualbelikan/dipindahtangankan; 

b. untuk Iceperluan pemancangarx Xiang Listrikrielepon, 

penanaman kabel, penanaman piper, clan sejenisnya yang 

tidalc mengubah fungal pew ukaan tanah; dan 

e. untuk keperluan Petnbangunan rumah ibadah yang dibiayai 

aleh rnasyarakat. 

Paragraf 2 

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan 

Pascal 4 

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah lira.  Jual Basil 

pengambilan MBLB. 

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 

naengalikan volumerionase basil pengambilan druriatau 

pemanfaatan dengan nilai pasar atau harga standar masing-

masing jenis MBLB. 

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 

bcrdasarkan harga jual rata-rata flap jcnis MBLB pada mulut 

tambang. 

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) clitetapkan 

scsuai dengan kricntuan peraturan porundang-undangan 

dibidang pertambangan mineral dan batu bara. 

Pasal 5 

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas person). 

Pasal 6 

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 dengan rumus scbagai bcrikut: 

Pajak MBLB = Volume X harga patokan MBLB X Tarif (15%). 

Pasal 7 

Saat lerutang Pajak MBLB dihitung pada saat berlangsungnya 

kegiatan pengambilan MBLB dimulut tambang. 



Bagian Kedua 

Penclaftaran Dan Pendataan 

Pasal 8 

(1) Untulc mendapatican data Wajib Pajak MBLB, diLaksanalcan 

pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak bail< yang 

berdemisili di dalam maupun di luar wilayah daerah, yang 

melakoican Pengusahatan atau pengambilan Objek Pajak MBLB 

di vvilayah daerah Habupaten Kennel 

(2) Kegiatan pcndaftaran clan pendataan scbagirnana dimaksud 

pada ayat (1) diawali dengan mempersiaplcan dokumen yang 

diperlulcan bcrupa formulir pcndaftaran. 

(3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalana Lampiran yang merupalcan bagian tidak 

terpisahlcan dan i Peraturan Bupati mi. 

Paragraf 1 

Penclaftaran 

Pasal 9 

(1) Setiap Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan din i dan/atau 

melaporkan usahanya kcpada PD, dalana jangka waktu 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) had sebelum dimulainya 

kegiatan usahanya, kecuali ditentukan 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalciakan 

sebagai berilcut: 

Penyeleriggaraan/penanggung jawab atau kuasanya 

mengambil, mcngisi dan menandatangani formulir 

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada nasal 8 ayat 

(2). 

Formulir pendaftaran yang telah dllsi dan 

ditandatangani ciengan melampirkara 

1. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)/fotakopi 

identitas din; 

2. alda pendirian perusahaan bagi yang berbadan 

hulcum; 

3. surat izin usaha dari installs( yang berwenang 

(apabila ada); 

4. fotc>kopi NPWP (apabila ado); 



5. fotokapi Izin Usaha Pertatnbangan (IUP) (apa bila 

acia); 

6. surat Imasa berrnaterai cukup apabila pendaftaran 

dlimasakan clangan disertai fotokopi identitas diri 

pencrima kuasa. 

(3) Fonnuli pendaftaran sebagaitnana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 

Wajib Pajak mernperoleh fornaulir pendaftaran. 

(4) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ads 

pada formulir pendaftaran, Kepala PD menerbitkan: 

a. surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah; 

b. kartu Nook Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan 

alcun Wajib Pajak pada SIMPATDA. 

Paragraf 2 

Pendataan 

Pasal 10 

(1) Pandataan Objek MBLB clan Subjek Pajak MBLB dilak ukan 

dengan memberikan formulir pendataan kepada setiap calon 

Wajib Pajak pribadi atau badan yang melakukan kegiatan 

pengambilan dan/atau Pengusahaan MBLB. 

(2) Formula pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 

ayat (2) discdiakan oleh PD dan hams diisi dengan jelas, 

dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak 

atau k-uasanya. 

(3) Berdasarkan formula pendaftaran yang telah diisi clangors 

jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), prang atau badan sclak-u subjek 

pajak didaftarkan menjadi Wajib Pajak 

Paragraf 

Pendaftaran Secara Jabatan 

Pasal 11 

(1) Data= hal cal Wajib Pajak tidak mengisi dan/atau 

menyampaikan fort:nut& pendaftaran Wajib Pajak MBLB atas 

usahanya sebagairnana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) maka 

PD secara jabatan menerbitkan kartu NPWPD clan swat 

pengukulmn sebagai Wajib Pajak berdasarkan data yang 

diperolch atau dimiliki Pemerintah Daerah. 

t 



(2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan berdasarlcan hasil Pemeriksaan 

Lapangan, atau hash penelitian administrasi sesuai data 

dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh PD, 

termasuk data dan/atau *Magmas) yang diperoleh dani 

kegiatan ekstensitikasi. 

(3) Pentheritahuan atau penyampaian surat Keputusan 

Pengukuhan dan Kura) NPWPD aecara jabatan disertakan 

pengisian SPTPD kepada Wajib Pajak atau kuasanya dengan 

tanda terima. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak atau kuaeanya. menolek surat 

eebagaimana dimaksud pada aye). (3), Petugas mencatat 

dalam Barka Aeara dan ditandatangani etch kedua beleh 

pihak atau sepihak clan PD dan stunt dimaksud dian.ggap 

tclah diberitahukan. 

Bagian Ketiga 

Penabayaran Dan Penyetoran 

Pasal 12 

(1) Pcmbayaran Pajak DABLB crla ang diborongkan. 

(2) Wajib Pajak naclakukan pembayaran Pajak yang terutang 

dengan menggunakan SPTPD, SKPD SICPDICB SKPDICBT, 

S1CPDN, S1CPDLB dan STPD dan SPFT atau dolcumen lain 

yang dipersamakan antara 

a. surat keputusan kcberatan; dan 

b. surat keputusan banding. 

(3) Pembayaran Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat• (2) 

dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis clektronik. 

(4) Kepala PD menetapkan jangka waktu penabayaran Pajak 

Lerutang untuk Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kneja sejak tanggal SPTPD, SKPD SKPDKB S1CPDICBT, 

SKPDN, SKPDLB STPD elan jangka scalds/ penabayaran 

Pajak terutang untuk Wajib Pajak paling lama 6 (cnam) bulan 

sejak SPPT terbit sebagaimana dimaksud &kart ayat (2). 

(5) Tempat pembayaran dan penyetoran pajak datkah dapat 

dilakukan melalui: 

a. lembaga Perbankan; dan 

b. tempat pembayaran lainnya yang clitctapkan Bupati 

Kerinci. 



(6) Jumlah Pajak terhutang yang telah dibayarkan, Wajib Pajak 

depat tnengunduh SSPD pada laman Pembayaran 

SIMPATDA. 

Bagian Keempat 

Pembukuan 

Pasal 13 

(I) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha setiap Milan wajib 

menyelenggatakan pembukuan/peneatatan sewn elekbronik 

dan/atau non elektronik. 

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan 

secara tertib, teratur, dun benar seauai dengan norma 

pembukttan yang berlalat. 

(3) Pembukuan yang dimaksud pada ayat (2) yaitu jumlah tonase 

jenis material yang telah diambil di mulut tanabang sebaga (  

dasar untuk rnenghitung besamya Pajak MBLB terutang. 

(4) Buku, eatatan, clan dokumen yang menjadi dasar pembukan 

atau peneatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib 

disimpan salaam 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat 

kedudukan Wajib Pajak Badan. 

Bagian Kelinaa 

Pelaporan 

Paragraf I 

Kewajiban Pengisian dan Pcnyampaian SPTPD 

Pasal 14 

(1) Wajib Pajak MBLB wajih mengisi SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mencakup 

seluruh janis MBLB terutang sesuai pembukuan atau 

peneatatan Wajib Pajak sebagaimana clitnaksud pada pasal 

13 ayat (3). 

(3) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalana ayat (1) 

dilakukan senap Masa Pajak. 

(4) SPTPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disampaikan kepada PD melalui SIMPATDA setelah 

berakhimya masa pajak dengan menguplead bukti berupa 

pembukuan dan/atau dokumen lainnya untuk dachti olch 

pemeriksa pajak sebagai dasar penerbitan SKPD, SKPDKB, 

SKPDICBT, SKPDN dan/atau SKPDLB 

I. 



Paragraf 2 

Tata Cara Pelaporan Perhitungan Pajak 

Pasal 15 

(1) Setiap Wajib Pajak MBLB wajib nacnyclenggaraican 

pelaporan perbitungan pajak MBLB sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 

(2) Wajib Pajak yang tiriak rnclak-ukan pelaporan penghitungan 

melalui SVIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan teguran secara ter-trills oleh Kepala PD. 

(3) Teguran secara tartan sebagaimana dimaksua pada ayal. 

(2) disampaikan melalui surat dan/atau surat elektronik. 

Pasal 16 

(1) Pelaporan perhitungan pajak MBLB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dad:  

a. Tahap pengisian; dan 

b. Tahap pengiriman data. 

(2) Wajib Pajak MBLB melakukan tahap pengisian den tahap 

pengiriman data scbagaimana aimaksud pada ayat (1) 

melaut e-SPTPD dengan memberikan inforrnasi secara 

lengkap dan jelas. 

(3) E-SFTPD sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) diakses 

mulalui larnan htths:/ /simpalcia-kerincitndigitcch. 

(4) Laman sistcm perpajakan sebagai mana dimaksud pada 

ayat (3) apabila terjadi gangguan petugas pajak dapat 

melakukan Langlcah teknis sebagai berikut 

a. menunggu laman S1MPATDA pulih selama 2 (dua) hart 

kerja; dan 

I]. apabila laman beltun bisa digunakan petugas pajak 

dapat menerbitkan SPTPD secara manual untuk 

pernaudahan perpajakan. 

Bagian Keencun 

Pcnchtian SlrFPD 

Pasal 17 

(1) PD yang menyelenggarakan urusan penunjang 

pemerintahan bidang pajak daersh dan retribusi daerah 

melakukan penelitian SFTPD yang disampaikan Wajib 

Pajak sebagaimana dinaaksud pada Pasal 14 ayat (1). 



(2) Panetitian SPTPD sebagainaana dimaksud ayat (1) melipati; 

a. kesesuaian batas akhir pernbayaran dan/atau 

penyetoran dengan tanggal pelunasan SSPD; 

b. kcsesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan 

kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau 

administrasi lainnya. 

(3) Apabila berdasarkan hasil penlillan etas SPTPD diketahui 

terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, 

Kepala PD atau Pejabat yang ditanjuk menerbilkan STPD. 

(4) STPD meneantumkan jumlah Pokok Pajak terutang atau 

kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per 

bulan dan i jumlah Pajak yang tidak dibayarkan atau 

kurang bsyar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak, 

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan sera( bagian dan i bulan dihitung penuh 1 (satu) 

(5) Dalarn hal hasil penelthan SPTPD terdapat indilcasi 

penyaanpaian informasi yang tidak sebcnarnya dari. Wajib 

Pajak, PD dapat melakukan pemeriksaan. 

Bagian Ketujuh 

Pemeriksaan Pajak MBLB 

Paragmf 1 

Sistem Pemeriksaan Pajak MBLB 

Pasal 18 

(ll Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (5) 

yaitu pemerilcsaan untuk tujuan lain kcpatuhan Wajib 

Pajak dalam menghitung, menyetor, dan naelaporkan Pajak 

terutang dilalculcan minimal 1 {satul ka7 dalam 6 (enarn) 

bulan. 

(2) Pemeriksaan mitt& atenguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilalcukan dalam hat: 

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau 

kompensasi kelebihan pembayaran pajak; 

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang 

menunjukan bahwa pajak yang terhutang tidak atau 

kurang dibayar; atau 



Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pcmcriksaan 

berdaearkan analisis risiko. 

(3) Peinetiksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocolcan, atau 

pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan 

Pemcriksaan, mcliputi: 

a. pemberian NPWPD secara jabatan; 

Ia. penghapusan NPWPD; 

c. penyelesaian permohonan kebcratan Wajib Pajak; 

d. pcncocokan data danratau alat keterangan; dan/atau 

e. pemeriksaan dalain rangka Penagihan Pajak. 

(4) Bentuk Pemeriksaan terdiri den: 

a. pemeriksaan lengkap; dan 

b. perneriksaan sederhana. 

(5) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimakmid dalam ayat 

(4) huruf a dilakukan di ternpat lokesi objek pajak dengan 

menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan 

(Islam pemeriksaan pada utnumnya. 

(6) Pemeriksaati Sederhana sebagaimana dimalcsud ayat (4) 

huruf b dared dilakukan: 

a, dilapangan meliputi jenie materiel MBLI3 untuk tahun 

berjelan dan/atau talain-tahtin sebelumnya yang 

diadalcan dengan inenerapkan teknik pemeriksaan 

dengan bobot sederhana; dan 

dikanter meliputi jenis material MB1,B yang diusahalcan 

untuk tabun berjalan dengan menerapkan teknik 

pemeriksaan dengan bobot sederhana. 

Paeill 19 

(1) Pemeriksa daham meneyelenggarakim pemeriksaan 

lapangan berpedomim pada norma pemeriksaan sebkgai 

berilcut 

a, pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa 

den dilengkapi dengan Surat Perintah Penaeriksaan; 

b. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis 

tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib 

Pajak; 



pcmeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal 

pemeriksa clan Surat Perintah Perneriksaan keputla 

Wajib Pajak; 

d. pcnacriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan 

pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa; 

pcmcriksa wajib mcmbuat laporan pcmcriksaan; 

pemeriksa wajib mcmberitahukan sccara tcrtulls 

kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa 

hat yang bcrlaccla antara SPTPD dengan basil 

pemeriksaan; 

g. pemeriksa wajib mengembalikan buku, catatan dan 

dokumen pendulcung lainnya yang dipinjam dan i Wajib 

Pajak paling lama 14 (empat betas) hari kerja sejalc 

selesainya pemeriksaan; 

pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain 

yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau 

diberitahukan kepadanya Web Wajib Pajak dalam 

rangka pemeriksaan; dan 

perneriksa wajib rnemberi petunjuk kepada Wajib Pajak 

mengenai penyelenggaraan pembukuan atau 

pencatatan dan peranjuk lainnya mengenai pemenrillan 

kewajiban perpajakan sehubungan dengan 

pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar 

pcnycicnggaraan pembukuan atau pencatatan dan 

pemenuhan kcwajiban perpajakan untak tahun 

sclanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-

undangan. 

(2) Pemoriksa dalam melakukan perneriksaan di Kantor 

berpcdoman pada norma pemeriksaan sebagai berikul: 

a. pemeriksa menyampaikan surat panggjlan yang 

ditandatangani olch Bupati melalui Kepala PD untuk 

memanggil Wajib Pajak agar datang ke kantor dalam 

rangka perneriksaan; 

b. pemeriksa wajib naenjelaskan maksud clan tujuan 

pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang alcan diperiksa; 

G. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan; 

d, pemeriksa wajib memberitahulcan secara lertulis 

kepada Wajib Pajak tentang had peeriksaan berupa hal 



yang berbeda antara SFTPD dan hasil pemeriksaan; 

e, perneriksa wajib mengernbalikan buku, catatan dan 

dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dan i Wajib 

Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kcrja scjak scicsai 

pemeriksaan; 

f. pemeriksa dilarang memberitahukan kcpada pihak lain 

yang tidak berhak segala scsuatu yang diketahui atau 

diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak &lam 

rangka pemeriksaan; dan 

g. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak 

mengenai penyelenggaraan pembulman dan pencatatan 

clan petunjuk tainnya tnengenai pemenuhan kewajiban 

perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang 

dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan 

pembulcuan atau pencatatan dan pemenuhan 

kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya 

dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

Pasal 20 

(I) Pelaksanaan pemcriksaan berpedaman pada norma 

pemeriksaan sebagai berikut: 

a, pernerikeaun dapat dilakukan oleh seorang atau lebih 

pemeriksa; 

b pemeriksatm dilaksanakan di Kantor Pemeriksa, di 

Kantor Wajib Pajak, di tempat pengusahaan MBLB, 

clan/Mau dilempat lain diduga ada kaitannya dengan 

kegiatan usaha atau pekeriaan Wajib Pajak atau di 

tempat lain yang ditentukan oleh Bupati; 

pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja clan dapat 

dilanjutkan diluar jam kmja jika dipandang perlu; 

d hasil pemeriksaan dituanglcan dalam Laporan Basil 

Pemeriksaan; 

hasil perneriksaan yang sclurutuaya clisctujui oleh Wajib 

Pajak dibuatkan Surat Pemyataan tentang persetujuan 

clan clitandatangani oleh Wajib Pajak yang 

bersangkutan; 

IT 



f. terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak alma 

tidalr seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan 

Pmnbahasan Akhir Pemerikaaan; 

g. berdasarkan Laporan Pemeriksaan diterbitkan SKPDN, 

SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD. 

(2) Wajib Pajak saat diperiksa berpedoman pada norma 

pemeriksaan sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak wajib menatmuhi pelaksanaan pemeriksaan 

baik di lapangan maupuri di Kantor sesuai dengan 

waktu yang ditentukan; 

b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa untuk 

memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Tanda 

Pengenal Pemeriksa; 

c. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa untuk 

memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan 

pemeriksaan; 

d. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa rincian 

yang berkcnaan dengan hal-hal yang berbeda antara 

hasil penwriksaan dengan SPTPD; 

e. Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan 

persetujuan apabila scluruh hasil pemeriksaan 

disetujui; 

Wajib Pajak wajib mcnandatangani Berita Acara Basil 

Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut lidak 

atau tidak seluruhnya disetujui; 

g. Wajib Pajak wajib mcmenukil pennintaan peminjaman 

bulat-bulm, catatan clan dokumen yang diperlukan 

untuk kelanearan pemeriksaan; 

h Wajib Pajak wajib rnemberikan ijin untuk memasuki 

tempat atau ruangan yang dianggap perlu memberi 

bantuan guna kelancaran pemeriksaan; clan 

Wajib Pajak wajib memberikan keterangan yang 

diperlulcan. 

Pasal 21 

(1) Pedoman Umum Pemeriksaan sebagai berikut: 

a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh Perneriksa Aparatur 

Sipil Negara di lingkungan Pernerintah Dacrah atau 

Fr 



Tenaga Ahli yang ditunjuk &eh 13upati diberi tugas 

untuk rneneyelenggarakan pemeriksaan di bidang Pajak 

Daerah; 

U. pemeriksa hams bekerja sama dengan Wajib Pajak 

dengan jujur, bertariggung jawab, penuh pengabdian, 

bersifat terbuka, sopan clan objektif serta wajib 

menghindarkan did dad perbuatan tercela; 

Pemeriksaart hams dilakultan oleh Pemeriksa clang= 

menggunakan gambaran yang sesuai dengan kcadaan 

sebenarnya tentang Wajib Pajak; dan 

d. temutm hash l perneriksaan dituangkan dalam sebagai 

bahan untuk Menyusun Laporan Hasil Peraeriksaan. 

(2) Pectoman pelaksanaan perneriksaan sebagai beriloat: 

a. pelaksanaan pemeriksaan hams didahului dengan 

program pemeriksaan, scsuai dcngan tujuan 

pemeriksaan data dengan pengawasan seksarna; 

b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk 

yang diperoleh, yang hams dikembanglcan dcngan 

bukti yang Imat mclalui pencocokan data, peng  matan, 

tanya jawab dan tindakan lain bcrkcnaan dcngan 

perneriksaan; dan 

C. pendapat dan Kesirnpulan Pemeriksa barns didasarkan 

pada bukti yang loaat dan berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(3) Pedoman Laporan Pemeriksaan sebagai berikut: 

a. laporan perneriksaan disusun secara rinci, ringkas clan 

jelas sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan 

pemeriksaan, metnuat kesimputan pemeriksaan yang 

didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak 

adanya penyimpangan terhadap ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan, dan memuat pula pengungkepan 

informasi lain yang diperlukan; 

b. lap oran pemeriksaan yang berkaitan derigan 

pengungkapan penyimpangan SPTPD hams 

diperhatikaat 

1. faktor pembanding; 

2. lanai absolut dad penyimpangan; 

3. sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan; 



4. pengaruh penyimpangan; dan 

5. hubungan dengan permasalahan 

Pasal 22 

(1) Pemeriksan lapangan diakulcan dengan cam: 

a. memeriksa tanda pelunasan Pajak dart keterangan 

lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban Perpajakan 

Daerah; 

b menaeriksa buku, catatan, dan dokumen pcndukung 

lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan 

perangkat elektronik pengolah data lainnya (long= 

memberikan tanda terima; 

C. rneminjam buku, catatan dan dokumen pendukung 

leinnya tennasuk keluaran dari media konaputer data 

perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan 

membetikan tanda terima; 

d meminta keterangan linen dan atau tertulis dari Wajib 

Pajak yang diperiksa; 

e memasuki tempat atau ruangan yang diduga 

merupakan tempat rnenyimpan dolcumen, uang, barang 

yang dapat member; petunjuk tentang keadaan usaha 

Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang diariggao 

penting serta melakukan penaeriksaan ditempat 

terscbut; 

Ii mclalculcan penyegelan tempat atau ruangan tersebut 

pada huruf e apabila Wajib Pajak atau Kuasanya tidak 

memberikan kesempatan untuk naemasuki tempat atau 

ruangan dinaalcsud atau tidak ada ditempat pada saat 

pemeriksaan; data 

g menainta keterangan dan/atau batch yang diperlukan 

dan i pihalc ketbra yang mempunyai hubungan dengan 

Wajib Pajak yang diperiksa. 

(2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dengan cara: 

a. memberitahtikan agar Wajib Pajak mernbawa tanda 

pelunasan Pajak, buku, catatan, dan dokumen 

pendukung lainnya termasuk keluaran dan i media 

komputer dan perangkat elekrronik pcngolahan data 

lainnya; 



b meminjam buku, catatan, dan dolcumen pendukung 

lainnya termasuk keluatan dari media komputer dan 

perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan 

nacmbcrikan tanda tcrima; 

c mcmeriksa buku, catatan don dokumen pendukung 

lainnya tormasuk kcluaran dan i media komputcr dan 

perangkat elektronik pengolah data lainnya; 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib 

Pajak yang diperiksa; dun 

e meminta keterangan dan/atau bukti yang dipertukan 

dan i pihalc ketiga yang mempunyai hubungan dengan 

Wajib Pajak yang diperikss. 

Pasal 23 

(1) Apabila path saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan Wajib 

Pajak atau Kuasanya tidak acla di tempat, pemeriksan tetap 

dilaksanakan pads pihak yang mempuyai kewenangan 

untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuat batas 

kewenangannya, dan selanjutnya pemetiksaan ditunda 

untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. 

(2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum 

pcmcriksaan lapangan ditunda, Pemeriksa dapat 

melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang 

diperlukan. 

(3) Apabila parla saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan 

setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pride 

ayat (I), Wajib Pajak atau Kuasannya tidak juga ada 

ditcmpat pcmeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih 

dahulu meminta Pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan 

untuk mew  ku Wajib Pajak guna membantu kelancaran 

pemeriksaan. 

(4) Apabila Wajib Pajak atau Kuasanya tidal( memberikan ijin 

untuk memasuki tempat atau ruartgan yang dianggap perlu 

dan tidak mernberi bantuan guns kelancaran penseriksaan 

serta mentherikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau 

kuasanya hams menandatangani Surat Pornyataan 

Penctlakan Pemeriksaan. 

• 

k I 



(5) Apabila Pcgawai Wajib Pajak yang dinainta mawakili Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk 

membantu kelancaran pemeriksaan yang barsangkutan 

hams mcnandatangani Surat Pernyataan Pcnolakan 

Membantu Kelancaran Penaeriksaan. 

(6) Apabila tcrjadi pcnolakan untuk menandatangani surat 

scbagaimana dimaksud pada ayat (4) clan ayat (5), 

Pemeriksa membuat Berita Actors Penolakan Pemeriksaan 

yang ditandatangani oleh Pemeriksa. 

(7) Surat Pernyataan Penolakan Pemcriksaan, Surat 

Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan 

dais Bonita Acara Penolakan Pemeriksaan scbagairnana 

dimaksud pada ayat (4), ayat (5), clan ayat (6) dapat 

dijaclikan dasar untuk penetepan besarnya Pajak terutang 

dengan Penetapan Secara Jabatan. 

(8) Penetapan pajak seeara jabatan yang dimaksud pada ayat 

(7) adalah penetapan besarnya Pajak tcrutang dilakukan 

cleft Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk 

berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang 

dimilild oleh PD. 

Pasal 24 

(1) Pemeriksa marnhuat Laporan Basil Pemcriksaan untuk 

digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDN, SKPDKB, 

SKPDKEIT, atau STPD dan tujuan lain berdasarkan 

ketentuan Peratu ran Perundang-undangan. 

(2) Apabila penghitungan besarrwa Pajak yang terutang cialam 

SXPDKB, SXPDX1311, atau STPD sebagainaana dimaksud 

pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya 

Pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak. 

Pasal 25 

(1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan 

pembahasan althir pemeriksaan lengkap diselesaikan 

dalam waktu 21 (dua puluh satu) hail ketja setelah 

pemeriksaan selesai dilakukan. 

(2) Pemberian tanggapan atas hasil Penaeriksaan Lapangan 

paling lama 7 (tujuh) hail kerja setelah pemcriksaan 

lapangan selesai dilakukan. 



(3) Hasil Pemcriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak 

segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan clan tidak 

menunggu tanggapan Wajib Pajak. 

(4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan 

sebegaimana dimaksud ayat (2) atau tidak menghadiri 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPDICB, SKPDICHT, 

atau STPD diterbitkan secara jabatan berdasarkan basil 

pemeriksaan yang disarnpaikan kepada Wajib Pajak. 

(5) Pemberitahuan basil pemetiksaan kepada Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan 

apabila perneriksaan dilanjutkan dengan penyidikan. 

(6) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan 

tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan daerah, 

pemeriksaan tetap dilanjutkan clan pemeriksa membuat 

Laporan Hasil Pemeriksaan. 

Paragraf 2 

Teknis Pemeriksaan Pajak MBLB 

Pasal 26 

(1) Penaeriksaan Pajak dilakukan dalarn rangka rnemeriksa 

SPTPD dan data pendukung lainnya untuk menerbilkan 

SKPDN SICPDIO3 SKPDKBT, atau STPD. 

(2) Pemcriksaan Pajak MBLB sebagai berikut: 

a. mcmcriksa junilah tonasc material MBLI3 yang diambil 

di mulut tambang; 

b. memeriksa jumlah penjualan jenis MBLB yang 

diusahakan; 

C. memeriksa bill pcmbayaran yang telah cliporparasi dan 

menggunakan nomor unit tercetak; 

d. rnemeriksa buku kas: dan 

e. memeriksa pembayaran service clan bukti pembayaran 

service. 

Pasal 27 

(1) Pcnaeriksa Pajak eaters), melaloakan pemeriksaan seperti 

yang diesebutkan pads Pasal 26 ayat (2) menyirnpan 

dokumen tersebut sebagai bukti pendukung mcmbuat KICP. 

(2) Materi KKP meliputi: 

a. identitas Wajib Pajak Daerah; 



b. uraian hasil pcngamatan lapangan terhadap usaha 

Wajib Pajak; 

c. =Isar pengenaan Pajak Daerah; dan 

d. piutang Pajak Daerah. 

(3) (=clan hasil pemeriksaan =annuli: 

a. hasil pemeriksaan tcrhadap ketaatan pcnyampaian 

SPTPD; 

b. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyetoran Pajak 

tcrutang rnelalui SSPD; 

C. hasil pcnaeriksaan terhadap system peneatatan atau 

pembulruan yang digunakan Wajib Pajak; dan 

d. hasil pemcriksaan terhadap penggunaan bill porporasi; 

Pasal 28 

(I) Dalam penetapan jabatan yang disehutkan pada pass! 23 

ayat (7), media yang hams diperhatikan sebagai betikta; 

a. surat tugas Pemeriksaan clan Surat perihal perrniritaan 

untuk naenyerahlran data oleh Wajib Pajak; 

I,, berita acara penolakan kelancaran pemeriksaan yang 

ditandatangani oleh pemeriksa apablla Surat pemyataan 

tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya; 

C. berita acara pertolakan penandatanganan berita acara 

hasil pemeriksaan; dan 

d, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak. 

(2) Prosedur pelaksaan penetapan secara jabatan: 

a. mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan dan KKP 

tahun/periode sebelumnya, kemudian direkapitulaai 

dan diberikan komentar SFTPD clan SSPD untuk periode 

yang diperiksa; 

b. melalatkan pengamatan clan membura berita acara; 

a. membuat perbandingan antra-a lain transaksi dengnag 

nilai SSPD; 

d. menghitung kewajiban Wajib Pajak tenstang; 

e. rnenyusun Laporan Basil Pernerilcsaan Pajak Daerah; 

dan 

F. membuat SKPDN SKPDKI3 SKPDICBT, clan STPD. 



Bagian Kecklapan 

Surat Ketetapan Pajak MBLB 

Pearl). 29 

(1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun scjak 

terutangnya Pajak, Kepala PD dapat menertbitkan SKPD, 

SKPDEB SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk Pajak 

MBLB yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri 

oleh Wajib Pajak. 

(2) SKPD1C13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

dalam hal terdapat Pajak MBLB yang tidak atau kurang 

dihayarkan berdasarkan: 

a. basil peetiksaan; atau 

b. penghitungan secara jabatan karena: 

1. Wajib Pajak tidal( menyampadcan SFTPD Ma'am 

jangka Nvalctu tatentu dan telah ditegur secara 

tertulis nanaun tidak disarnpaikan pada waktunya 

sebagaimana ditentukma dalam surat teguran; atau 

2. Wajib Pajak tidak nacnaenuhi kewajiban pembukuan 

atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-

cicktronik dan kewajiban Wajib Pajak dalam 

pclaksanaan pemeriksaan. 

(3) SKPDEBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

dalam hal ditcmukan data barn dan/atau data yang 

scmula bclum tcrungkap dan menyebabkan penambahan 

pajak yang terutang setelah dilakukan Penwriksaan dalam 

langka penerbitan SKPDKBT. 

(4) SKPDN sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditcrbitkan 

dalam hal jumlah pajalc terutang sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidal( 

ada kredit pajak. 

nasal 30 

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan 

pembayaran pajak terutang Kepala PD dapat menerbitkan 

SKPDLB. 

(2) Jumlah kelcurangan Pajak terutang data= SEPDE,B hasil 

pemeriksaan dikenakan sanksi 1,8% (satu koma delapan 

persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat 



dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau 

berakhirnya mass pajak, bagian tahun pajak, atau tahun 

pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk 

jangka waled paling lama 24 (dua puluh empat) buten serta 

bagian dad bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB hasil 

perhitungan secara jabatan dukcnakan sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2,2% (dua kuma dua persenl per 

bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, 

dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya 

masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai 

dengan ditcrbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh cmpat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (sang) bulan, sejak terutangnya pajak 

clitambahlcan sanksi 25% (dua puluh lima person) dari 

pokok pajak yang kurang atau terlambat dibayarkan. 

(4) Junnah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDIG3T 

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 

100% (seratus persen) dad jumlah kekurangan pajak yang 

terutang dalam SKPDKBT. 

(5) SKPDKB clan SKPDKBT wajib dilunasi dalam jangka waktu 

paling lama 1 (saw) bulan sejak Waage.' diterbitkan. 

Bagian Kesembilan 

Surat Tegihan Pajak MBLB 

Pasal 31 

(1) Dalarn jangka waklu paling lama 5 (lima) tahun sejak 

terutangnya Pajak, Kepela PD dapat menertbitkan STPD. 

(2) Kepala PD dapat menerbitkan STPD dalam hat: 

a. pajak terutang tidak atau kurang dibayar; 

b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (2) terdapat kekurangan pembayaran 

sebagai akibat salah Lulls, salah hitung, atau kesalahan 

administrant lainnya aleh Wajib Pajak; 

SKPDKB, SI4PD14BT, Surat Keputusan Pembetulan, 

Surat Keputusan Keberatan, dan Surat Putusan Banding 

yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 

pembayaran; atau 



d. Wajib Pajak dikcnakan sanksi administratif berupa 

bunga claniatau denda. 

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebegaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a elan huruf b, berupa pokok Pajak yang 

'<twang dibayar ditambah dengan penabcrian sanksi 

administratif bcrupa bunga sebesar 1% (satu perscn) per 

bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar dihitung 

elari tanggal jatuli tempo pembayaran sampai dengan 

tenggal pembayaran, untuk jangka walau paling lama 24 

(dua puluh cmpat) Milan sejak saat terutangnya Pajak serta 

bagian dari bulan dihitung penuh 1 (seta) bulan. 

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administrant berupa bunga 

sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak 

yang tidak atau lcurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh 

tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, 

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh mnpall 

bulan sejak saat terutangnya Pajak aorta bagian dart bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

Bagian Kesepuluh 

Penagihan Pajak MBLB 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 32 

(1) Penagihem Pajak MBLB dilakukan sebagai berilcut 

a. sistem pelaporan; elan 

b. sistem wajib pungut. 

(2) Siatem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, adalah sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak mengisi SPTPD; 

b. Wajib Pajak meinbayar sendin Polak MBLB 

berdasarkan SPTPD; 

C. bagi Wajib Pajak yang tidal( mengwi SPTPD, maka 

diterbitkan SKPD secara jabatan. 

(3) Sistcm wajib pungut scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, adalah sebagai berikun 

a. pemungutan olch PD; 



K dilakukan kcpada Wajib Pajak yang mendapatkan 

pekerjaan borongan di Kabupaten Kerinci; 

C. setiap Relcanan yang tidak dapat menunjukan tanda 

bukti pcmbayaran Pajak MBLB dikenskan pajak 

dengan ketententuan sebsgai berikut; 

1 rekanan yang melakukab penagihan pembajjaran 

nilai kontrak wajib melampirkan Rencana Anggaran 

Biaya dari kontralc; 

2 bcrdasarkan kontralc sebagamana dimaksud angka 

1 dimaksud Wajib Pajak terlebih dahulu kc 

pemeriksa PD untuk atenyanapaikan SPTPD; 

3 Wajib Pajak melakulcan pembayaran Pajak MBLB 

berdasarkan SPTPD; dart 

4 Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, 

maka diterbitkan SKPD sccara jabatan. 

Paragraf 2 

Tata Cara Penagihan Pajak MBLB 

Pasal 33 

(1) Tata cara Penagihan Pajak MBLB diawali dengan 

penerbitan swat teguran. 

(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencantumkan batas waktu pclunasan Utang Pajak oleh 

Penanggung Pajak. 

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang 

Pajak, tcrhadap Pcnanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa. 

(4) Khusus untuk Pcnanggung Pajak yang Wish disetujui 

untuk mengangsur atau naenunda pembayaran Pajak, atas 

Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarennya 

tidak diterbitkan Surat Teguran. 

(5) Dalana hal kewajiban pembayaran Utang Pajak 

scbagaimana dimaksud pada ayat (4) beluna dilakukan 

setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa 

tanpa didahului Surat Teguran. 

(6) Surat Paksa sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 

diberitahukan atau disampaikan cleft. Turusita Pajak 

kepada Pcnanggung Pajak. 



(7) Dalain hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang 

Pajaknya setclah rnelewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua 

kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat 

perintah melak.sanakan penyitaan. 

(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak 

ticlak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berciasarkan 

surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7), PD berwenang melalcsanakan 

penjualan secara lelang meland kantor !clang tcrhadap 

barang yang disita. 

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah 

jangka waktu 14 (empat bales hart) terhitung sejak 

Pellgumuman lelang. 

(10)Pengumuman !clang scbagaimana dimaksud pada ayat (9) 

dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 

(empat belas hail) terhitung sejak dilakukan penyitaan. 

(I1) Basil lelang dripergunakan terlebih dahulu untuk 

rnembayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk 

membayar Utang Pajak yang belum dibayar. 

Bagian Kesebelas 

Kerlaluwarsa 

Pasal 34 

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak MBLB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) menjadi 

kedatuwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun 

terhitung scjak saat terulangnya Pajak, kccuali apabila 

Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dacrah. 

(2) D  lam hal saat terutang Pajak MBLB yang dipungut 

berdasarkan penetapan PD berbeda dengan saat terbitnya 

SICPD atau STPD, jangka waktu 5 (lima) tahun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat 

penetapan SICPD atau STPD. 

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak tertangguh apabila sebelurn 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. dliterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau 



b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, balk 

langsung maupun Polak langsung. 

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat 

Paksa sebagaikaana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 

penangguhan kedaluwarsa Penagihan dihitung scjak 

tanggal pcnyampaian Surat Teguran dan/ atau Surat 

Paksa. 

(5) Pengakuan Utang Pajak secare langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan datam bentuk 

panyataan Wajib Pajak dengan kesadarannya yang 

menyatakan masih mernpunyai Wang Pajak clan button 

mclunasinya kepada Pemerintah Daeralt 

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dun permohonan keberatan alch 

Wahl, Pajak. 

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dart Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 

kedaluwarsa Penagihan dihitung scjak tanggal pengakuan 

tersebut. 

Raglan Kedua Bolas 

Penghapusan Piutang 

Pasal 35 

(1) Bupati melalui PD melakukan pengelolaan piutang Pajak 

MBLB untuk menentukan prioritas Pcnagihan Pajak. 

(2) Piutang Pajak yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak 

matuk metalcukan Penagihan sudah kedaluwarsa 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) dapat 

dihapukkan. 

(3) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dung= mempertimbangkan: 

a. pelaksanarm penagihan sampai batas waktu 

kedaluwarsa penagihan; 

It hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal 

daerah. 

(4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan. 

1Ni 



Pasal 36 

(1) Piutang Pajak yang dapat dillapuslcan adolah piutang pajak 

yang tercantum dalam: 

a. SEPW 

b. STPD; 

C. SKPDICEIT; 

d. SKPDKB; atau 

a surat lceputusan pembetulan, surat Keputusan 

keberatan dan surat Keputusan banding, yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan 

berbunbah. 

(2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Harlan adalah 

piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena: 

a. Wajib Pajak bubar, likuid, atau pailit dan pcnanggung 

Pedal( tidak dapat ditemukan; 

b. Hale untuk melalmkan penaglhan pajak sudah 

kcdaluwarsa; atau 

C. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak 

ditcnaukan dan tclah dilakukan penelusuran secara 

optimal scsuai dcngan kctentuan perundang-undangast 

dibidang perpajakan. 

Pasal 37 

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang 

pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud 

dalam nasal 36 ayat (2), wajib dilakukan penelitian 

administrasi oleh Kepala PD. 

(2) Ponetitian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diakukan 

oleh tim pemeriksa pajak daerah dan hasilnya dituangkan 

kedalarn Laporan Hasa Pemeriksaan. 

(3) PennMien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan tahapan: 

Mengldasifikasikan Piutang Pajak yang naemenuhi 

kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pass) 36 ayat (2). 

b Penelitian terhadap Piutang Pajakyang memenuhi 

kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak 

ft 



sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (2) huruf a, 

dan huruf dilakukan secara administratif yang hasilnya 

dituangkan kedalam bcrita acara penelitian 

administratil 

c. Penelitian telmis scbagairnana dimaksud pada huruf b 

dilakukan melalui Pcmcriksaan Lapangan dan/atau 

Pemeriksaan Kantor terhadap Pithang Pajak yang 

hasilnya dituangkan data= Laporan Hasil Pemeriksaan; 

d. Menyusun rekapitulasi hasil penelitian administratif 

dan/atau rckapitulasi hasil pemerikasaan lapangan 

dan/atau pcmcriksaan kantor guna divalidasi oleh 

Repala PD yang memuat: 

1. NPWPD atau dokumen lain yang dipersarnalan; 

2. NOPD; 

3. nama dart alamat Wajib Pajak; 

4. alamat Objck Pajak; 

5. masa pajak atau tahtm pajak; 

6. jurnlah Piutang Pajak; dan/atau 

7. alasan penghapusan Piutang Pajak. 

menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak 

yang telah kedahrwarsa dan/atau tidak dapat ditagih 

lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian 

sebagaimana dimaksud pada huruf d. 

(4) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

menguraikan keadaan Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang 

bersangkutan sebagai dasar untuk namcntukan besarnya 

piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan 

untuk dihapuskan. 

Basal 38 

(1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud daam Basal 35 ayat (2), Kepala PD menyusun 

usulan penghapusan piutang pajak. 

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1) dasampaikan kepada Bupati. 



Pasal 39 

(I) Aparat pengawasan intern pemerintah meakukan reviu 

atas usulan penghapusan pitaang pajak yang disampaikan 

oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam pasal AS 

ayat (1). 

(2) Setelah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai 

piutang pajak. 

(3) Dalam hat jumlah pitaang pajak yang disarnpaikan 

scbagairnana dimaksud dalana pasal 3 ayat (2) lebih dari 

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati 

menyampaikan daftar usulan pcnghapusan pivang pajak 

yang telah diakukan reviu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kepada DPRD untuk meminta persetujuan 

pcnghapusan. 

Bastian Ketiga Betas 

Keberatan 

Pasal 40 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keherabm kepada Bupati 

atau PD alas suatu: 

a. SPTPD; 

b. SKPD; 

C. SKPDKB; 

d. SKPDKBT; atau 

e. STPD. 

(2) Syarat pengajuan kcbcratan adalah sebagai berukut: 

a. mengajukan Surat Permohonan Kebcratan secara 

tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas; 

b, melampirkan fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, atau STPD sehagai tanda bukti pelaporan; 

C. melampirkan SSPD sebagai bukti pernbayaran jika telah 

dibayarkan; 

d, melampirkan laporan lceuangan clan bukti pendukang 

lainnya; 

e, diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SFTPD, 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD terbit kecuali 

jika Wajib Pajak dapat menunjulban bahwa janglca 

waktu itu Lidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar. 



(3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak tclah 

membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui 

Wajib Pajak. 

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dinaaksud pada ) twat (I) dan ayat (2), tidak dianggap 

sebagai Surat Keberatan sehingga Wink dapat 

dipertimbangkan. 

(5) Keadan kahar sehagaimana dimakswi pada ayat (2) huruf e 

meliputi: 

a. bcncana altar, 

b. kebakaran; 

c. kerusuhan masala atau huru tiara; 

d. wabah penyakit; dan/atau 

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangau Bupati. 

(6) Tanda pencrimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh 

Bupati atau PD tercatat sebagai tanda bukti penerinsaan 

Surat Keberatan. 

(7) Format Surat Permohonan Keberatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisalikan 

clari Peraturan Bupati mi. 

Pasal 41 

(I) Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a 

dicatat dalam buku register. 

(2) Petugas pada PD mengumpulkan data pcndukung yang 

berkaitan dengan pengajuan perrnohonan kcbcratan. 

(3) Atas kelengkapan pengajuan permahanan keberatan Wajib 

Pajak dilakukan penelidan dan/atau pcmcriksaan 

lapangan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan 

lapangan. 

(4) Pembahasan terhadap laporan pemeriksaan lapangan 

dirumuskan dalam berita acara rapat Bidang Pajak Daerah 

den Retribusi Daerah. 

(5) Kesimpulan Bcrita Acara Rapat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) disampaikan kepada Raped untuk mentacii 

pertimbangan penetapan Keputusan Bupati atau 

Kematusan PD 



(6) Keputusan sebagai mans dimaksud pada ayat (5) berupa 

menerima aeluruhnya atau sebagian, menolak atau 

menambah besarnya pajak terutang. 

(7) Keputusan sebag  imana dimaksud pada ayat (5) dan ayat 

(6) harus ditetapkan dalara jangka waktu 12 (dua bolas) 

bulan, sejak tanggal surat kcberatan diterima. 

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada twat (7) 

telah lewat, Bupati atau PD tidak mernberi 81AROA 

keputusan, Surat Kcbcratan yang diajukan tersebut 

clianggap diterima. 

(9) Dalana hal pengajuan keberatan Pajak dikabutkan sebagian 

atau selurutuaya, kelebihan pembayaran Pajak 

dikenabalikan dengan ditambah imbakm Bunga 0,6% (nol 

koma enana persen) per bulan dihitung dart Pajak yang 

lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 

puluh ernpat) bulan seas begian dan i bulan dihitung penult 

1 (satu) bulan. 

(10)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

dihitung sejak bulan pelunasan stunpai dengan diterbitkan 

Surat Kepultman Keberatan. 

(11) Belem hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan 

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa 

denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dan i nunlah Pajak 

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak 

yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

Bagian Keempat Betas 

Banding 

Pasal 42 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya 

kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan 

Keberatan yang ditetapkan oleh Supall atau PD paling lama 

3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilanapiri 

salirian Surat Keputusan Keberatan tersebut 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan 

dengan disertai alasan- alasan yang jelas. 



(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

rnenangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 

1 (satu) bulan sejak tanggal pencrbitan Putusan Kcbcratan. 

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 43 

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan scbagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembaMran 

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 (nol koma 

cnana person) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih 

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

cmpat) bulan scrta bagian dari bulan dihitung penuh 1 

(saw) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung scjak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya Putusan Banding. 

(3) Belem hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, 

sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh 

persen) sebagaimana dimaksud &darn Paso( 41 ayst (II) 

tidal( dikcnakan. 

- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan 

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 

denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak 

berdasarkan Putusan Banding dikwangi dengan Pajak 

yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

Bagian Kelima Bolas 

Insentif Piskal Bagi Palatka Usaha 

Pasal 44 

(1) Dalam mendukung kabijakan kcmudahan bcrinvestasi, 

Bupati dapat mernberikan insentif fiskal kepada pelaku 

usaha di daerahnya. 

(2) Insentif liskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

pengurangan, keringanan, penabebasan, dan/atau 

penghapusan atas pokok pajak, dan/atau sanksinya. 

(3) Insentif fiskal scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan 

secara jabatan Oleh Bupati berdasarkan. pertirabangan: 



a. kemempuan membayar Wajib Pajak; 

b, kondisi tertentu objek pajak seperti keadaan kahar 

sebagairnana disebutkan pada Pasal 42 ayat (5); 

C untuk mendulamg kabijakan Perncrintah dalam 

mencapai program prioritas daerah; dan/atau 

d untuk mendukung kabijakan Pcmcrintah dalam 

mencapai program prioritas nasionat 

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dirnaksud pada ayat 

(3) naerupakan kewenangan Bupati sesuai dengan 

kchijaltan dacrah dalam pengelolaan keuangan daerah. 

(5) Penaberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) hull a dan b dilakukan dengan 

memperhatikan faktor: 

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak MBLB nab 

Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun Lerakhir; 

B. kesinambungan useha Wajib Pajak meningkatkan 

penerimaan Pendapatan Afdi Daerah (PAD) SeCara term; 

menenis; 

c. kontribust usaha den penanaman modal Wajib Pajak 

terhadap perekonomian daerah dan lapangan keija di 

daerah yang bersangkutan; dan/atau 

d. faktor lain yang di tentukan oleh Bupati. 

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku useha 

Meta sabagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, 

disesuaikan dengan prioritas daerah yang tercanturn dalam 

rencana Pembangunan jrigka menengah daerah. 

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud ayat (3) huruf d, dilakukan dal= rangka 

percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. 

Pasal 45 

(I) Dalana pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib 

Pajak sehagairnana dimaksud pada nasal 44 ayat (I), Wajib 

Pajak melengkapi Dokumen di kantor PD, berupa: 

a. pennohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan 

Bahasa Indonesia; 

b. melampirkan Fotokopi Karim Tanda Penduduk (KTP); 

c. melampirkan fotokopi NPWPD; 



d. dolcumen pendukung yang relcvan, scperti laporan 

keuangan terkakhir, bukli keterbatasan kemarnpuan 

finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau 

keadaan kahar lainnya; dan 

tujuan clan alasan pernaohonan yang menjelaskan secara 

jelas tujuan dan i permohonan insentif fiskal serta alasan 

Wajib Pajak mernenuhi kriteria sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 ayat (5). 

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan menyampaikaa surat permohonan 

kepada PD, steam tertulis ataupun secara elektronik. 

(3) Paling lambat 10 (sepuluh) hail kerja sejak diterimanya 

berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

PD inelakukan petneriksaan dengan tujuan lain terhadap 

persyaralan sebagaimana dimaksud pada ayal. (1). 

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sabagannana dimaksud 

pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Peraturan Bupati mi. 
(5) Berdasarkan pemeriksruon dengan tujuan lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), Bupati menerbitkan Keputusan 

berupa: 

a. menerima permohonan dengan menerbitkruo surat 

keterangan persetujuan; atau 

b menolak permohonan dengan rnenerbitkan surat 

penolakan pernaohonan. 

Pasal 46 

(1) Bupati dapat memberikan inscntif liskal kepada Wajib 

Pajak berupa kcringanan, pengurangan, pembebasan, 

penundaan dan/atau angsuran atas pokok dan/ atau 

sanksi pajak daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan 

pertimbangan tertentu. 

(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), berupa; 

a. kepentingart Daerah dalam rangka: 

1, hail ulang tahun Daerah; 

2. percepatan target pencrirnaan; 



3. target pajak ditahun berjalan telah tercapai; 

dan/atau 

4. penggalian potensi piutang pajak. 

IL linapahan kementrian yang membidangi urusan Pajak: 

1, stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan 

kesadaran Wajib Pajak dalam tertib administrasi 

pembayaran; dan/atau 

2, kepentingan sosial kemanusiaan. 

(3) Pemberian keringanan, pcngurangan, pembebasan, 

penundaan dan/atau angsuran alas pokok dan/atau 

sanksi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan cfingan Kcputusan Bupati. 

Pasal 47 

(1) Data= hal pcmbcrian insentif fiskal sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 44 ayat (1) merupakan permohonan Wajib 

Pajak, apabila diperlukan, Kepala PD dapat melakukan 

pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1.). 

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pads twat (1) 

bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang 

mengajukan permohonen insentif Helical berhak untuk 

menerima intensif fiskal sesuai pertimbangan den faktor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) clan ayat 

(5)) 

Bagian Keenam Belas 

Pemberian Kra/ingot/an, Pengurangan, Dan Pembebasan 

Pajak MBLB 

Pasal 48 

(1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan, dan 

pembebasan Pajak MBLB, Wajib Pajak atau kuasanya 

hams mengajukan pemwhonan secara tertulis kepada 

Bupati melalui PD 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams 

dilampiri: 

a. surat pernaohonan; 

IL foto Copy KTP Wajib Pajak atau lnaasanya; 



c. dolnunen SBIBD dan/atau STPD; dan 

d. dolcumen pendukung seperti pembukuan, atau 

&Acumen lainnya. 

(3) Perrnohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan 

Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

paling lambat 1 (saw) bulan, terhilung sejak tanggal 

diterimanya SPTPD dart/ atau STPD. 

(4) Permohonan yang melebihi baths waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dinyatakan ditolak. 

Pasal 40 

(I) Atas dasar surat permohonan sebagaimana dimaksuct pada 

pasal 48 ayat (2) huruf b, 141) dapat menugaskan petugas 

pajak untuk melakukan pemeriksaan lapangan. 

(2) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (1) mcrupakan clasar atau bahan pertimbangan Bupati 

untuk mengcluarkan surat kcputusan pengurangan, 

keringanan, dan pembebasan Pajak MBLB. 

Pasal 50 

(I) Selanabat-lambatnya 6 (cnam) bulan scjak daterirnanya 

permohonan pcngurangan, keringanan, dart pembebasan 

Pajak MBLB, Bupati atau Kepala PD mcncrbitkan surat 

keputusan. 

(2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dapat berisk 

a, mengabulkan perrnohonan secara keseluruhan atau 

sebagian; dart 

b, menolak atau tidak mengabulkan pemmhonan. 

(3) Apabila claktrn jangka waklu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), PD tidak memberikan keputusan alas permohonan 

pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak MBLB 

yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya, rnaka 

permohonan dianggap diterirna. 

Pasal 51 

Wajib Pajak yang telah menerima keputusan pemberian 

pengurangan, kcringanan, dan pembebasan Pajak MBLB, tidak 

dapat mengajukan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan 

yang sama atau sebaliknya. 



Raglan Ketujuh Betas 

Kemudahan Perpajalcan Daerah 

Pass! 52 

(I) Bupati dapat memberikan kernudahan perpajakan kcpada 

Wajib Pajak, berupa: 

a. perpanjangan betas waktu pembayaran atau pelaporan 

Pajak MELD, daraatau 

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 

pembayaran Pajak Terutang atau [hang Pajak. 

(2) Perpanjangan batas watch' pembayaran atau pelaporan 

Pajak MBLB sebag  imana dimaksud pada ayat (I) huruf 

diberikan kepada Wajib Pajak yang mengatimi keadaan 

kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenutai 

kewajiban perpajakan pada waktunya. 

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan 

Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hung a, 

dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan 

Wajib Pajak melalui surat permohonan perpanjangan betas 

waktu pembayaran. 

(4) Pemberian fasMtas angsuran atau penundaan pembayaran 

Pajak MBLB terutang atau utang Pajak MBLB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) huruf b, didakukan hal Wajib Pajak 

mengalami kesuliten lilcuiditas atau keadaan kahar Wajib 

Pajak sehingga Wajib Pajak tidek manapu mcmcnuhi 

kewajiban petunasau Pajak pada waktunya. 

(5) Pen-Iberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 

Pajak terutang sebagaimena dimaksud pada ayat (I) huruf 

b dapat diberikan berdaserkan permohonan Wajib Pajak 

melalui surat permohonan angsuran pajak atau surat 

permohonan penundaan pembayaran pajak. 

(6) Pernberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 

pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 

b, dengan mernperhatikan kepatuhan Wajib Peddle &torn 

memenuld kewajiban pembayaran pajak selama 2 (due) 

tahun terakhir. 

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayal (5), paling scdikit 

memuat tcntang: 



a mcnyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa 

angsuran atau lamanya penundaan sesuai permohonan 

Wajib Pajak; 

b menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau 

masa angsuran atau lamanya pcnundaan yang 

dimohonkan Wajib Pajak; atau 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 

(8) Persetujuan atoll persetujuan sebagian angsuran atau 

penundaan sebagaimana dimaksud path ayat (7) huruf a, 

dan huruf b, Paling lama dibcrikan untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua maluh empat) bulan. 

(9) Pembayaran angsuran sctiap masa angsuran dan 

pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 

0,6% (mil koma enam persen) per bulan dan i jumlah pedal< 

yang masih harus dibayar, untuk jangka walctu paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (sanli bulan. 

(10)Keadaan kahar scbagairnana dimaksud path ayat (2) dan 

ayat (4) meliputi: 

a. beneath alam; 

b. kcbaltaram, 

C. kerusuhan massal atau hurl-hara; dan/atau 

d. wabah penyakit. 

(11)Format surat permohonan angsuran pajak atau surat 

permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian ;Adak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

mi. 

Bagian Kedelapan Belas 

Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan 

Paragraf 1 

Tata Can Pembetulan Ketetapan 

Pasal 53 

Bupati dapat membetulan SFTPD, SKPD SKPDKB, SKPDKBT, 

dan/atau SKPDLB yang tidak benar atas permohonan Wajib 

Pajak atau Kuasanya dalam hal meliputi: 

1. kesalahan tulis; 



2. kesalahan hitung; clan/atau 

3, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu daana peraturan 

perundang-undangen perpajakan duerah. 

Pasal 54 

Pernbetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPOICHT dan/atau 

SKPDLB yang tidak benar alas permohonan Wajib Pajak atau 

Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Permohonan diajukan unluk I (satu) ketetapan; den 

b. Mclampirkan persyaratan minimal: 

1. Fotokopi identitas diri (kartu tancla penduduk/ paapor/ 

NPWPD); 

2 Surat lcuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; den 

3 Data pendukung yang dapat naenuaajnIca bahwa SPTPD, 

SICPD SICPDIC13 SISPDIS3T, dan/atau SKPDLB tersebut 

tidal( benar. 

Pasal 55 

(1) Membetulkan SPTPD, SICPD SICPDICB SKPDICBT, 

dan/atau SKPDLB tersebut tidak benar dalam 

pencrbitannya sebagaimana dimaksud dalam Pass( 53 

dapat dilakukan penelitian administrasi olch PD. 

(2) Hasil penelitian sebag  imana dinaaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam laporan basil penelitian administrasi. 

(3) Laporan basil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) hams memastikan S111YD, SICPD SICPDICH SKPDKBT, 

dan/atau SKPDLB yang Mink benar dalam penerbitannya 

sebagai dasar untuk mcmbetulkan ketetapan Pajak MBLB. 

Pasal 56 

(1) Bupati alma Kepala PD dalam jangka waktu paling lama 14 

(empat betas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan 

pembetulan secara lengkap, harus member( keputusan 

atas peroaohonan pembetulan yang diajukan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) dapat 

berupa menerima atau menolak permohonan pembetulan 

Wajib Pajak atau Kuasanya. 

U  



Pasal 57 

(1) Pernaohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak dapat 

diproses. 

(2) Dalam hal permohonan pembetulan Mink naemenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), PD dalam 

jangka waktu paling lama 14 (empat b alas) hari sejak 

tanggal penerimaan permabonan pembetulan, menerbitkan 

surat penolakan dengan disertai alasan yang mendasari. 

Paragraf 2 

Tata Cam Pembatalan Ketetapan 

Pasal 58 

(1) Bupati dapat membatalkan SPTPD, SKPD, SICPDICE 

SKPDKBT SKPDLB dan/atau 57PD atas permohonan 

Wajib Pajak atau Kuasanya yang tidak benar meliputi; 

a. SPTPD, SKPD SKPDKB SKPDKBT, SKPDLB dart/atau 

STPD ganda; 

b. Objek pajak tidak ada: dan/atau 

C. Objek atau subjek pajak yang dinyatakan batal clemi 

hukum. 

Pasal 59 

Pembatalan SPTPD, SKPD SKPDKB SKPDICBT, SKPDLB 

dan/atau STPD yang tidak banal' sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 58 dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. permohonan Majukan untuk 1 (satu) ketetapmn clan 

b. melampirkan persyaratan 

1. fotokopi identitas din i (kartu tanda penduduk/ paspor/ 

NPWPD); 

2. surat kuasa bermaterai eukup bag) yang dikuasalcan; elan 

3. data pendukung yang dapat naenunjukan bahwa SPTPD, 

SKPD, SKPDKB SKPDICEST, dan/atau SKPDLB tersebut 

tidak benar. 

U  



Pasal 60 

(1) Mernbatalkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDLB 

dan/atau STPD tersebut tidak benar dalam penerbitannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat dilakukan 

penelitian administrasi oleh PD. 

(2) Basil penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam laporan hasil penelitian administrasi. 

(3) Laporan basil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) harus memastikan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SICPDICBT 

SKPDLB dan/atau STPD yang tidak benar dalam 

penerbitannya sebagai dasar untak naembatalkan 

ketetapan Pajak MBLB. 

Pasal 61 

(I) Bupati atm.) Kepala PD dalam jangka waktu paling lama 14 

(empat betas) hart sejak tanggal pcncrimaan permohonan 

pembatalan secara lengkap, harus memberi keputusan 

atas pernaohonan pembetulan yang diajukan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa menerima atau menolak permahonan pembatalma 

Wajib Pajak elan Kuasanya. 

Pasal 62 

(1) Permohonan pernbatalan yang tidak mernenuhi ketentuan 

scbagaimana dimaksud dalam nasal 59 tidal( dapat 

cliproscs. 

(2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak =emerald-a 

ketentuan, Kepala PD dalam jangka waktu paling lama 14 

(crnpat betas) hari sejak tanggal penerimaan perrnohonan 

Penabatalan, menerbitkan surat penolakan dengan disertai 

alasan yang mendasari 

Bagian Kesembilan Betas 

Pcngembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Pasal 63 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebilian 

pernbayaran Pajak MBLB kepada Bupati melalui PD. 

( 1 



Pengembalian yang ditujukan 

diri (kartu tanda penduduk/ 

(2) Bupati mclalui Pr) atas permohonan Wajib Pajak Mau 

Xuasanya dapat menyetujui Pengembalian kelebihan 

pembayaran atas SPTPD, SXPD, SKPDKB SKPDKBT 

SKPDLB dan/atau STPD yang Mirth dibayarkan meliputi: 

a. SPTPD, SKPD, SKPDKB SKPDKBT, SEPDLB dan/atau 

STPD yang lebih dibayarkan dilampiri dengan SSPD; clan 

b. dokumen lainnya sebagai pendukung pengcmbalian 

kelebihan pembayaran. 

(3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak scbagaimana 

dalam ayat (1) disetttjui, Bupati melalui PD 

menerbitkan SICPDLB Pajak MBLB. 

(4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

MBLB dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan; dan 

lh Melampirkan persyaratan 

1. Surat Pemohonan 

kepada Kepala PD; 

2. Fotokopi identitas 

',minor/ NPWPD); 

3. Surat kuasa berrnaterai cukup bagi yang clikuasalcan; 

dan 

4. Data pendukung yang dapat menunjukan bahwa 

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD 

yang telah dibayarkan dengan melampirkan Bukti 

Bayar dan SSPD. 

(5) Surat Permohonan pengembalian kclebilian pembayaran 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hung b, 

tercantuna dalam lamipran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 

Pasal 64 

(1) Permohanan pengembalian lebih bayar atas SPTPD, SXPD, 

SKPDKB, SKPDXBT, dan/atau STPD tersebut lebih bayar 

dari nilai penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasta) 63 ayat (1), dapat dilakukan penelitian administrasi 

oleh PD. 

dimaksud 

FT 



(2) Basil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalarn laporan hasil penelitian administrasi. 

(3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) harus memasdkan SINTD, SKPD, SKPOKB SKPDKBT, 

clan/atau STPD yang bayar dari nilai penerlatannya 

dangan melampiri SSPD dan Bukti Bayar scbagai dasar 

untuk pengembalian lebih bayar Pajak MBLB. 

Pasal 65 

(1) Bupati Mau Kepala PD dalarn jangka tvaktu paling lama 14 

(empat bolas) hari sejak tanggal pcnerirnaan pennohonan 

pembatalan sectara lengkap, hams memberi keputusan atas 

permohonan pengembalian yang diajukan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa menerima atau menolak permohonan pengembalian 

Wajib Pajak atau Kuasanya. 

Pasal 66 

(1) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi 

kctentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (4) 

tidak dapat diproses. 

(2) Dalam hal permohonan pambatalan tidal( memenuhi 

ketentuan, Kcpala PD dalam jangka pedals paling lama 14 

(cmpat betas) hart sejalc tanggal penerimaan surat 

permohonan pengembalian menerbitkan surat penolakan 

dengan disertai alasan yang rnendasari. 

BAB III 

OPSEN PAJAK MBLB 

Raglan Kesatu 

Dasar Pengenaan 

Pass' 67 

(1) Baser pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan thud 

Tebitnya SPTPD, SKPINCES, SKPDKBT, atau STPD Pajak 

MBLB tcrutang. 

(2) Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat 

tontangnya Pajak MBLB. 

(3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang 

merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. 



(4) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua 

puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak 

sebagaimana dimaksud path ayat (1). 

(5) Peinungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang 

dilaksanakan atas Pokok Pajak MBLB terutang bersamaan 

dcngan Pemungutan Pajak MBLB terutang. 

Bagian Kedua 

Penghitungan, Pcmbayaran, dan Pelaporan 

Pasal 68 

(1) Penghitungan, pembayaran, den pelaporan Opsen Pajak 

MBLB terutang dlilakultan hersamaan dengan penthatungan, 

pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB. 

(2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kc kas Daerah Pemetintah Daerah Provinsi 

rlilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke 

kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB. 

(3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada that (2) 

tidak clilalcultan oleh Wajih Pajak, Bupati melakukan 

Penagihan. 

(4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termesuk 

Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB. 

(5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran alas 

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). bupati 

menyetorknn bagian Opsen Pajak MBLB Ire kas daerah 

Provinsi Jambi paling lama 3 (tiga) hari kerja 

(6) Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan ()lab PD. 

(7) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dicantumkan datum sprpD Pajak MBLB. 

(8) Pelaksanaan penagiban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) sesuai dengan ketentuan perthuran perm-thane-

undangan mengenai penagihan pajak daerah. 



Bagian Kctiga 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Pasal 69 

(1) Bataan hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran 

Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan 

pcmbayaran pajak MBLB tcrmasuk memperhiLunglcan 

pcngembalian kelebihan pembayaran Opscn Pajak MBLB. 

(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak 

MBLB. 

(3) Salinan SKPDLB sebagaimana dinaaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hail 

kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diterbitkan. 

(4) Gubernur menindaklanjuti kelebihan pcmbayaran Opsen 

Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Bagian Keempat 

Sinergi Pernungutan 

Pasal 70 

(1) Dalana rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan 

Opsen Pajak MBLB Pemerintah Provinsi beisinergi dengan 

Pemerintah Daerah. 

(2) Sinergi scbagaimaam dimaksud pada ayat (1) cliwujudkan 

dalarn bentuk kerja same. 

(3) Kerja sama sebagaimana dimakmid pada ayat (2) meliputi; 

a. pertukaran dan/alau pemanfaatan data dan/atau 

infornaasi perpajakan, periwinan, serta data dan/ atau 

informasi lainnya sesuai dengan ketcntuan peraturan 

perundang-undangan; 

I,. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

C. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang 

perpajakan; 



d pendampingan dan dulrungan kapasitas di bidang 

perpajakan; clan 

e peningkatan pengetahuan dan kemanapuan aparatur 

atau sumber daya manusia di bidang perpajakan. 

(4) Ketja same sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dituatigkan deism perjenjian keija sama dan 

ditindaklanjuti dalam rencana ketja yang disepakati 

bersoma sesuai ketentuan peraturan penindong-

undangan. 

Raglan Kelima 

Rekonsiliasi Pajak 

Pasal 71 

(1) Bupati bersama-sama dengan Gubemur dan bank tempat 

pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsihasi data 

penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap 

triwulan. 

(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedilet mencomkkam 

a. SPTPD; 

b. SSPD; 

c. rekening koran bank; dan 

d. &Truman penyelesaian kekurangan pembayartm Pajaka 

clan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak. 

(3) Hasil rckonsiliasi sebagaimana dinwicsud pada ayat (1) 

ditindalclanjuti sesuai dengan ketentuan peratttran 

perundangtundangan. 

BAB IV 

KETENTIJAN PERALIHAN 

Pasal 72 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terleadap 

halt data kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan 

sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penycicsaiannya 

dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati ini. 



BUP TI KERINCI, 

- 

NADI 

BAB V 

KE'TENTUAN PENUTUP 

Pasal 73 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci 

Ditetapkan di Siulak 
pada tanggal 2g Pmvemiper 2025 

Diundangkan 
pada tanggal 

SEKRET IS 

di Siulak 
2 a toevv^kg,- 2025 

DAERAH KABUPATEN KERINCI  , 

Z INAL EFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR 3 2, 

A 1 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR..E2..TA1IUN 2025 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL RU MAN LOGAM DAN BATUAN 

1. UMUM 
Peraturan Bupati Marina-) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral 

Bukan Logam Dan Batuan merupakan pendelegasian dani 

ketentuanPeraturan Daerah Kahupatcn Kennel Hamm) 01 Tahun 2024 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Peraturan Daerah ini 

bahwa untuk Tarn Can Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan 

Batuan di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati Kern-mi. 

Perhitungan Tata Can Peraungutan Pajak Mineral Bukan Logana Dan Batuan 

sangat panting sebagai dasar pengenaan Pajak MBLB dan Opsen MBLB 

sebagai mana diamanatlaan dalana peraturan perundangan. Nilai Pajak MBLB 

ditentukan dan i barge patokan flap-flap jenis MBLB dikalikan tarif pajak dan 

Opsen MBLB ditentukart dari nilai pokok pajak MBLB dikalikan tarif Dusan 

yang diharapkan dapat meningkatan Pendapatan Asli Daerah sesuai clang= 

potcnsi yang dimiliki Daerah. 

II PASAL DEMI PASAL 

Pasal 2 

Ayat (I) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Horn( b 

Cukup Jelas 

Hunt c 

Cukup Jelas 

Huruf d 

Cukup Jelas 



Huruf e 

Cukup Jelas 

Huruf f 

Cukup Jelas 

Huruf g 

Cukup Jelas 

Huruf h 

Cult-up Jelas 

Huruf 

Cukup Jelas 

Hurufj 

Cukup Jelas 

Huruf k 

Cukup Jelas 

Huruf 1 

Cukup (tarts 

Huruf m 

Cukup Joins 

Huruf n 

Cukup Jelas 

Huruf 

Cukup Jelas 

Huruf p 

Cukup Jelas 

Huruf r 

Cukup Jelas 

Huruf s 

Cukup Jelas 

Huruf 

Cukup Jelas 

Pasal 3 

Ayat (I) 

Cukup Jelas 



Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Pasal 5 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukup Jelas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup tick's 



Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Angka 1 

Cukup Jelas 

Angka 2 

Cukup Jelas 

Angka 3 

Cukup Jelas 

Angka 4 

Cukup Jelas 

Angka 5 

Gallop Jelas 

Angka 6 

Cukup Jules 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup Jeias 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Akun SIMPATDA diberikan petugas pajak berupa Username dan 

Password Impede Wajib Pajak untuk mengakses lama SIMPATDA. 

Pasal 10 

Ayat (I) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cuts, Jelas 

Ayat (3) 

Cukup LIelas 



Pasal 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jclas 

Pasal 12 

Ayat (I) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jclas 

Pasal 13 

Ayat (I) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Pass' 14 

Ayat (I) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Selma 



Ayat (3) 

Cukup Jules 

Ayat (4) 

Cukup .Jelas 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup (Islas 

Ayat (3) 

Cult-up Jelas 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Ayat (2J 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jclas 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup Seas 

Huruf b 

Cukup Jclas 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

I. 



Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup (Islas 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup Je)as 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf Is 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Cult-up Jelas 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Cukup )(Islas 

Huruf d 

Cukup (Jelas 

Huruf e 

Cukup Jelas 



Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Ayat (6) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Pass). 19 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cult-up Jclas 

Huruf c 

Cukup Jobs 

Huruf 

Cukup Jelas 

Huruf e 

Cukup Jclas 

Huruf f 

Cukup Jclas 

Huruf g 

Cukup Jelas 

Huruf h 

Cukup Jelas 

Huruf i 

Cukup Jelas 



Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Cukup Setae 

Huruf d 

Cukup Jclas 

Huruf e 

Cukup Jelas 

Huruf f 

Cukup Jelas 

Huruf g 

Cukup Jelas 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Fund b 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Cukup Jelas 

Huruf d 

Cukup Jelas 

Ituruf e 

Cukup Jelas 

Huruf f 

Cukup Jclas 

Huruf g 

Cukup Jelas 



Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Rural c 

Cukup Jelas 

Huruf d 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Cukup Jelas 

Huruf f 

Cukup Joins 

Huruf g 

Cukup Jelas 

Huruf I 

Cukup Jelas 

Pass! 21 

Ayat (1) 

Hung' a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jclas  

Mutate 

Cukup Jelas 

Huruf d 

Cukup Jclas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 



Huruf  

Cult-up Jelas 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Arigka 

Cukup Jelas 

Angles 2 

Cukup Jelas 

Angka 3 

Cukup Jelas 

Anglta 4 

Cukup Jelas 

Abgka 5 

Cukup Jelas 

Pasal 22 

Ayat (11 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Cukup Jelas 

Huruf d 

Cukup Jelas 

Huruf e 

Cukup Jelas 

Huruf f 

Cukup Jelas 

Huruf g 

Cukup Jelas 



Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf 

Cukup Jelas 

Huruf 

Cukup Jelas 

Huruf d 

Cukup Jelas 

Huruf e 

Cukup Jabs 

Pasal 23 

Ayat (I) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Ayat (6) 

Cukup Jelas 

Ayat (7) 

Cukup Jelas 

Ayat (8) 

Clamp Jelas 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 



Pasal 25 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayst (4) 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Ayat (6) 

Cukup Jelas 

Pasal 26 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

flutuf 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Cukup Jelas 

Huruf d 

Cukup Jelas 

liuruf 

Cukup Jelas 

Pasal 27 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas 



lltlf b 

Cukup Jelas 

Huruf 

Cukup Jelas 

Huruf d 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf 

Cukup Jelas 

Huruf 

Cukup Jelas 

Huruf d 

Cukup Jelas 

Pascal 28 

Ayat (1) 

Wind a 

Officals Jelas 

Huruf b 

Cute-up Jelas 

Huruf c 

Cukup Jclas 

Huruf d 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jules 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf 

Cukup Jelas 



Humid 

Cuing, Jelas 

Huruf e 

Cukup Jules 

Huruf f 

Cukup Jelas 

Pasal 29 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jules 

Huruf b 

Angka 1 

Cukup Jelas 

Angka 2 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Culcup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Huruf a 
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Cukup Jelas 
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Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Paste 32 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup treks 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Culcup Jelas 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

t ( 



Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Angka 1 

Rencana Anggaran Biaya yang dim loud berupa kontrak 

kerja Penabangunan fisik dalam wilayah Kabupaten Kerinci 

sebagai data pendukung petugas pajak menghitung nilai 

pokok Pajak MBLB dan Opsen MBLB terutang. 

Angka 2 

Cukup Jelas 

Angka 3 

Cukup Jelas 

Angka 4 

Cukup .Jelas 
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Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup ferns 
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Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Ayat (6) 

Cukup Jelas 

Ayat (7) 

Cukup Jelas 

Ayat (8) 

Cukup Jelas 

Ayat (9) 

Cukup Juba 



Ayat (10) 

Cukup Jelas 

Ayat (11) 

Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Huruf 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup .felas 

Ayat (4) 

Cukup .felas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 

Ayat (7) 

Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 



Ayat (41 

Cukup Jelas 

Pasal 36 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf 

Cukup Jelas 

Huruf d 

Cukup Jelas 

Huruf e 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Culcup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Cukup Jabs 

Pasal 37 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Saks 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf 

Cukup Jelas 

t 



Huruf d 

Angka 1 

Cukup Jelas 

Angka 2 

Cukup Jelas 

Angka 3 

Cukup Jelas 

Angka 4 

Cukup Jelas 

Angka 5 

Cukup Jelas 

Angka 6 

Cukup Jelas 

Angka 7 

Cukup Jelas 

Huruf 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jobs 

Pasal 38 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cult-up Jclas 

P21521 39 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayst (3) 

Cukup Jelas 



Pasal 40 

Ayat (1) 

Cukup )(etas 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf 

Cukup Jelas 

Huruf d 

Cukup Jelas 

Huruf e 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf 

Cult-up Jelas 

Huruf c 

Cult-up Jelas 

Huruf d 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Cult-up Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Huruf a 

Cukup Jelas 



Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Cukup Jabs 

Huruf d 

Cukup Jelas 

Huruf e 

Cukup )(etas 

Ayat (6) 

Cukup Jelas 

Ayat (7) 

Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Ayat (6) 

Cukup Jelas 

Ayat (7) 

Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Sties 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Seas 

Huruf c 

Cukup Jelas 
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Huruf d 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 

Huruf d 

Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 

Huruf e 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Sales 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

fj. 



Pasal 46 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Huruf 

Angka 1 

Cukup Jelas 

Angka 2 

Cukup Jelas 

Angka 3 

Cukup Jelas 

Angka 4 

Cukup Jelas 

Husuf b 

Angka 1 

Cukup Jelas 

Angka 2 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cute-up Jclas 

Pasal 47 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Pasal 48 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Huruf 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 



Huruf 

Cukup Jelas 

Huruf d 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 
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Ayat (1) 

Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Ayat (1) 
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Huruf b 
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Cukup Jclas 
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Cukup Jelas 
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Ayat (2) 

Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Cukup Je se 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 

Ayat (9) 

Cukup Jelas 

Ayat (10) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Cukup Jelas 

Huruf d 

Cukup Jelas 

Ayat (11) 

Cukup Jelas 



Pasal 53 

Angka 1 

Cukup Jelas 

Angka 2 

Cukup Jelas 

Angka 3 

Cukup Jelas 
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Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Angka 1 

Cukup Jelas 

Angka 2 

Cukup Jelas 

Angka 3 

Cukup Jelas 
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Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 
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Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

thalcup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Ayat (2) 

Cukup Jelas 
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Ayat (1) 

Iluruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 
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Cukup Jclas 
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Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Angka 1 

Cukup Jelas 

Angka 2 

Cukup Jelas 

Angka 3 

Cukup Jelas 
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Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Pasal 61 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 



Pasal 62 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Pasal 63 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf 

Angka 1 

Cukup Jelas 

Angka 2 

Cukup Jelas 

Angka 3 

Cukup Jelas 

Angka 4 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 
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Ayat (1) 

Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Pasal 66 

Ayat (1) 
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Cukup Jelas 
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Huruf 

Cukup Jelas 

Huruf d 

Cukup Jelas 
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Ayal (1) 

Cukup Jelas 
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Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Cukup Jelas 

Hubuf d 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Pasal 72 

Cukup Jelas 

Pasal 73 

Cukup Jelas 
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Angka 1 
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Angka 2 

Cukup Jelas 

Angka 3 



Ayat (2) 

Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 

Pasal 65 

Ayat (1) 
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Cukup Jelas 

Pasal 66 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Ayat (I) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 

Huruf c 

Cukup Jelas 

Rural d 

Cukup Jelas 
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LAM PIRAN 

PERATURAN DUPATI RERINCI 
TATA CARA PEMNGUNGUTAN PAJAK 
MILD 
NOMOR S TAHUN 2025 

TANGOAL 245 /II -2025 

A. FORMAT FORMUMR PENDAFTARAN WAMB PAJAK MBLB 

PEMERINTAR KABIIPATEN KRIIINC.1 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN PENDAPATAN DAERAH 

Nomor Formulir 

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH 
BADAN / PEMILIK USAHA 

Kepada . 
Yth  

DATA WAJIB PAJAK DAERAH 
1. Name U&aha 
2. Loksi Pengambilan MBLB 
3. Name Pemilik / Kuesa 
4. Kewargenegaraan 
S. Alemat tempat 

Jahn / 
RT/RVV/RK 
Kelurahan 
Kecamalan 
Kabupaten 
Homer Tip/lax/email usaha 
Nomor Tip/fax/email pemilik 
Kock:, Pas 

O Tenth Bukti Did fl KTP fl Peeper 
7. No. den TIlL Tenth Bukti Did  
B. Surat Lzin lain yang dimiliki (FalocaPY Surat Izin 'lamp dilempitten) 
- Surat lzin  No To/  
- Surat lzin  No Tg/  
- Surat lzin  No Tgl  
a Janis mineral clan Patensi (11/13 / had )  
10.Jenis Pajak : MINERAL MIKAN LOOM DAN BATUAN 

Tailor ....... 
Pernehon. 



B. FORMAT SURAT PERMOHONAN HEBERATAN 

PEMERINTAH KASUPATEH KERINCI 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN PENDAPATAN DAERAH 

Nonner 
Lampiran 

Pedhal Permohonan Keberetan  

 Tahun  
Vth. Supati Kerinci 

up. Kepala Badan Pengefolaan 
Keuangan dan Pendapatan 
Daerah 

di - 
Siulak 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangen dihawah ini  

Name 

Alamat 

Bedindak untuk dan alas nama 

Nanna usaha/ Perusahaan 

NPVVPD 

Alamat usaha 

Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Keberatan etas Pajak  berkaltan 

dengan SPTPD/SKPD/SKPDKB/STPD Noma/ Tabun  

Dengan Huruf 

Dengan Alasan 

Hormat Saya, 
Pemohon  

• 
if 



C. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANDING 

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN PENDAPATAN DAERAH 
Kum pith Pe:ikaEll crag Ii Elt Tengalt Sitdak. tfutlu Poe .3/162 

Nomor 
Lampran 

Penhal Permohonan Banding 

Tabun  
Yth. Bupafi Kertnci 

up. Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan clan Pendapatan 
Daerah 

- 
Siulak 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini -  

Name 

Alamat 

Benindak untuk dan alas name 

Nama usahat Perusahaan 

NPWPD 

Alamat Usaha 

Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Banding alas Pajak  berkaitan 

dengan SPTPD/SKPD/SKPDKE/STPD Nomor Tahun  

Dengan Huruf 

Dengan Alasan 

Hormat Says, 
Pemohon 



D. FORMAT SURAT PERMOHONAN DISKETTE FISKAL 

PEMERINTAH KABLIPATEN KERINCI 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN PENDAPATAN DAERAH 
KomplckPorkantoran But tThngeh Shank. Kodc Po:: 37162 

Pos-el sakda@Ncrinelkaagoad sekda kerIncl@yehoo cam 

Nomor 
Lampiran 

Perihal : Insonhif Fiskal 

Tahun  
Yth. Dugan '<Grind 

up Kepala Baden Pengelolaan 
Keuangan dan Pendapatan 
Dnerah 

di - 
Siulak 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini -  

Name 

Mamat 

Sertindak untuk dan atas nama 

Nama usahat Perusahaan 

NPVVPD 

Alamat Usaha 

Dengan ini mengajukan Surat PerMohonan 

Pengurangan(Keringanan/Pembebasan/Penghapusan Pokok Patak, dardatau Sanksinya 

berkaitan dengan SPTPD/SKPEWSKPDKB/STPD Nomor Tahun  

Dengan Hum! 

Dengan AlaSan 

HormatSaya, 
Pern0hOn 



E. FORMAT SURAT PERMOHONAN ANOSURAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI 
BADAN PENGELOLAAN KEIJANGAN 

DAN PENDAPATAN DAERAH 
I'os-d sekth@kerinclIvb go Id sekda kerinel@ynha*com 

Nomor 
Lampiran 

Perihal : Permohonan Angsuran  

Tahun  
Yth. Sugar' Kerinci 

up. Kepala Baden Pengelolaan 
Keuangan clan Penclapatan 
Daerah 

di - 
Siulak 

Dungan hamlet, 

Saya yang bertanda tangan clibawah FM •  

Nama 

Alamat 

Bertindak untuk clan atas name 

Nama Usaha/ Perusahaan 

NPWPD 

Alamat usatta 

Dungan ini mengajukan Surat Permehonan Angauran atas Pajak  berkaitan 

dengan SPTPD/SKPD/SKPL)KB/STPD Namur Tahun  

Dengan Hum( 

Dengan Alasan : 

Hormat Saya, 
Pennahon 



PEMERINTAII IHABUPATEN KERINCI 
BAOAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

SURAT PERJAIMIAN ANCSIMAN 

Saya yang bertanda tangan dlbaWah 111i  

Narna 

Alamat 

Bertmdak untuk dan atas nama 

Nama Deena/ Perusahaan 

NPVVPD 

AlamMUsaha 

1. Deadall Ini tnenyatakan telah Menyampaikan permohonan angsuran pembayaran 

Mang pajal< berkaiten SPTPDYSKPD/SKPDIHRTSTPD Nomar  

Tabun sebanyak   )kall angeuran. 

Pembayaran angsuran Mang dajak dall biaya adm jumlah Holleman 

Tanga.' Safer Pokok Dent 
a. Tgl  Rp  Hp  
b. Tgl.  Rp  Rp  
C. Tfll  Rp  Hp  
d. TgI  Rp  Rp  

Rp  Rp  

2 Jrka pernyataan pernbayaran pads angke 1 (satU) thetas hdak says penuth make 

penagMan dilakukan dengan Surat Palma. tanpa perneberkahuan terlebth dahulu 

Tanda Terlrna 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 
dun Pendapatan Daerah Kab. Keane!, 
KABID Pajak Daerah clan RetrIbusi 
Daerah, 

Hormat Saya. 
Pemohon 

   

NIP 

  



F. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAIf 

PEMERINTAH ICABUPATEN KERINCI 
BADAN PENGELOLAAN ICEUANGAN 

DAN PENDAPATAN DAERAII 
laomplvk 1,ttliantonm Bulut lehgehSwl.L. kude Poe :37162 

Pose! sekJaffte] Itkalcib Idaekkla kunnuOy.aut, cum 

Nomor . 
Lampiran 

Penhal : Permohonan Angsuran  

Tahun  
Yth Bupati Kenn! 

up. Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan clan Penclapatan 
Daerah 

di - 
Siulak 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan clibawan mt'  

Name 

Ala mat 

Bertindak untuk clan atas nama 

llama usahar Perusahaan 

NPVVPD 

Alamat tisane 

Dengan ml mengajukan Surat Permohonan Angsuran atas Pajak  berkattan 

dengan SPTPD/SKPD/SKPDK13/STPD Nomor Tarim  

Dengan Hurut 

Dengan Alasan 

Hommt Saya, 
Pemohon 



G. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN 

PEMERINTAII ICABUPATEN KERINCI 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN PENDAPATAN DAERAH 

No mar 
Lamplran ' 

Perlhat Permohonan Pembetulan  

Talus  
Yth Bupati Kennet 

up. Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pendapatan 
Dearth 

di - 
slulak 

Dugan horMat. 

Saya yang bertanda tangan dibayeah ini '  

!Varna 

Ala mat 

Berundak untuk dan alas nama 

Mama Unahar PerniSahaan 

NPU/PD 

Alamat usaha 

Dengan hi mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Mae Paiak  berkaitan 

dengan SPTPD/SKPCVSKPOKB/STPD Nomor Talus  

Dengan Huruf 

Danger Masan : 

Hormel Says, 
Pemohon 



H. SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN 

PFMERINTAII KABUPATEN KERINCE 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN PENDAPATAN DAERAH 
Kamplek Perkantonm BulutTcng.th Sivlak.Kodc Pub :37162 

Poe ul el.kdaealiurEMEIpib.g0.1t1StIala kerho.10Y.illuto.cola 

Homer . 
Larnpiran . 

Tahun  
Yth. Bupati Kerind 

up. Kepala Baden Pengerolaan 
Keuangan den Pendapatan 
Daerah 

Perihal Pammhonan Pembatalan di - 
Siulak 

Dengan hormat 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini  

Name 

Alamat 

Bertindak untuk dan alas nama 

Mama Usaha/ Perusahaan 

NPWPD 

Alamat usaha 

Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pembatalan atas Pajak  berkaitan 

dengan SPTPD/SKPD/SKPOKB/STPD Warrior ........................... Tahun  

Dengan Hurd 

Dengan Alas an 

Hormat Seya, 
Pemohon 



I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KERINC1 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN PENDAPATAN DAERAH 
Komplek Perkantoran Bukit Tengatt Sin , Kode Pos : 37162 

Pos-el sekda@kerincikab.go.id  sekda kerinci@yahoo.com  

Nomor 
Lampiran 

 Tahun... 
Yth. Bupati Kerinci 

up. Kepala Badan Pengelo 
Keuangan dan Pendap 
Daerah 

Perihal Permohonan di - 
Pengembalian 

Siulak 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini  

Nama 

Alamat 

Bertindak untuk dan atas nama 

Nama Usaha/ Perusahaan 

NPWPD 

Alamat Usaha 

Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

berkaitan dengan SPTPD/SKPD/SKPDKB/STPD Nomor  Tahun  

dengan dilampirkan SSPD Nomor Tahun  

Dengan Huruf 

Dengan Alasan 

Hormat Saya, 
Pemohon 

t 

B (1
),.......j. 

 ATI KERINCI, 

ONADI 
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